LURAH DESA BANTUL

KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANTUL
NOMOR ~* TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Menimbang :

Mengingat

1 28

TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANTUL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Desa  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Bantul Tahun
2019-2024;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339); '

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomeor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa
dibidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);



17,

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
199/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana
Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Perhitungan Rincian
Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1884};

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1448);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1838);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017,
954 /KMK.07. 166 Tahun 2017 dan
01/SKB/M.PPN/12/2017

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Derah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor
35);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa
Daerah (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 07
Tahun 2009);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 104);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ‘Bantul Nomor
96);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

Peraturan Desa Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bantul
Tahun 2019 Nomor 4)



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL
dan
LURAH DESA BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019-
2024

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPJM DESA
Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Pengertian
1.4 Maksud dan Tujuan

b. BABII : PROFIL DESA
2.1 Kondisi Umum Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Demografi
2.1.3 Keadaan Sosial
2.1.4 Keadaan ekonomi



2.2 Kondisi Umum Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian wilayah desa
2.2.2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa

c. BABIII : MASALAH DAN POTENSI
3.1 Masalah
3.2 Potensi

d. BABIV  : VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Visi dan Misi
4.1.1Visi
4.1.2 Misi

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.3 Rencana Kegiatan Desa
4.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
4.3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. BABV : PENUTUP
f. LAMPIRAN
1. Peta sosial desa

2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah
3. Matriks RPJM Desa

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Desa ini.

(3) Dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa setiap tahun dengan
menggunakan metode musyawarah dan mufakat melalui tahapan-
tahapan dari tingkat yang paling bawah serta perencanaan dengan
mengutamakan kebutuhan yang disetujui oleh masyarakat pada
forum rapat lembaga Desa dan Musrenbangdes

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Apabila dalam perjanjian terjadi perubahan situasi dari keadaan yang
normal pada RPJM Desa dilakukan penyesuaian.



BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Semua Peraturan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa
ini harus berpedoman pada RPJM Desa Tahun 2019-2024.

(2) Dengan berlakunya Peratutan Desa ini ketentuan yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa agar disesuaikan

(3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa
Bantul. :

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

CARIK DESA BANTUL,

L]

RETNA HANDAYANI, S.T.

LEMBARAN DESA BANTUL TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DESA BANTUL KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL (13 /BANTUL/2019)



